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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Konteks Penelitian 

Dalam perspektif pembangunan ekonomi, keberadaan keuangan inklusif 

dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) ibarat dua sisi dari satu mata 

uang yang sama. Keduanya tak terpisahkan, dan jika dikembangkan dengan 

optimal maka dapat membawa kondisi ekonomi ke level pertumbuhan yang 

berkualitas. Dalam pengembangan ekonomi nasional di Indonesia, yang 

menjadi prioritas yaitu UMKM. Selain itu, UMKM menjadi tulang punggung 

sistem ekonomi kerakyatan untuk mengurangi permasalahan kemiskinan dan 

pengembangannya mampu memperluas basis ekonomi serta dapat memberikan 

kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan perekonomian daerah dan 

ketahanan ekonomi nasional.
1
 

Di Indonesia terdapat berbagai jenis UMKM yang terbesar di seluruh 

wilayah Indonesia. Peluang ini dapat dimaksimalkan dengan manajemen  

UMKM  yang baik akan memberikan dampak yang positif bagi pelaku bisnis. 

Disisi lain, UMKM saat ini dianggap sebagai cara yang efektif dalam 

pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu, sektor usaha yang paling besar 

kontribusinya terhadap pembagunan nasional yakni UMKM. Karena 

menciptakan peluang kerja yang cukup besar bagi tenaga kerja dalam negeri, 
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sehingga sangat membantu upaya mengurangi kesenjangan sosial ekonomi 

yang ada. 

Perkembangan UMKM masih terhambat sejumlah persoalan yang 

ditinjau dari dua faktor. Pertama, faktor internal yakni masih lemah dalam segi 

permodalan, produksi, pemasar dan SDM (Sumber Daya Manusia). Kedua, 

faktor eksternal berupa masalah yang muncul dari pihak pengembang dan 

pembina UMKM. Untuk mengatasi hal tersebut terutama dari segi permodalan 

dan pemasaran terdapat satu model yang bernama “Keuangan Inklusif”. 

Menurut Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah bahwa 

UMKM sangat penting karena beberapa hal diantarnya yaitu UMKM sebagai 

pemain utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor, penyedia lapangan 

pekerjaan, serta menjadi pencipta pasar baru dan sumber inovasi. UMKM juga 

menjauhkan ketergantungan Indonesia di sektor konsumsi dan menggerakkan 

produktivitas nasional.
2
 

Keberhasilan pembangunan nasional ditandai dengan terciptanya suatu 

sistem keuangan yang stabil dan memberi manfaat bagi seluruh lapisan 

masyarakat. Dalam hal ini, institusi keuangan memainkan peran penting 

melalui fungsi intermediasinya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, 

pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan serta pencapaian stabilitas 

sistem keuangan. Hanya saja industri keuangan yang berkembang sangat pesat 

belum tentu disertai dengan akses ke keuangan yang memadai. Padahal, akses 

layanan jasa keuangan merupakan syarat penting keterlibatan masyarakat luas 
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dalam sistem perekonomian. Sehingga diperlukan sebuah sistem keuangan 

yang memadai yang dikenal dengan keuangan inklusif. 

Keuangan inklusif didefinisikan sebagai kondisi ketika setiap anggota 

masyarakat mempunyai akses terhadap berbagai layanan keuangan formal yang 

berkualitas secara tepat waktu, lancar, dan aman dengan biaya terjangkau 

sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dalam rangka meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. Layanan keuangan yang disediakan harus dapat 

diterima oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan mudah untuk diakses 

dari sisi persyaratan serta layanan. Selain itu, layanan keuangan yang aman 

dimaksudkan agar masyarakat terlindungi hak dan kewajibannya dari risiko 

yang mungkin timbul.
3
 

Diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) No. 82 tahun 2016 tentang 

Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) menunjukkan kuatnya komitmen 

pemerintah menggerakkan tingkat keuangan inklusif ke level 75% pada 2019. 

Untuk mendorong berbagai pihak bersinergi dalam mewujudkan misi mulia 

SNKI, yakni menstimulasi pertumbuhan ekonomi, penanggulangan 

kemiskinan, dan terciptanya stabilitas sistem keuangan di Indonesia. Strategi 

SNKI  ini bertujuan untuk mentiadakan segala bentuk hambatan terhadap akses 

masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan dengan di dukung 

oleh infrastruktur yang ada. Secara makro program ini diharapkan dapat 

medukung pertumbuhan ekonomi yang makin inklusif  dapat diakses oleh 
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semua orang  dan berkelanjutan serta memberikan manfaat kesejakteraan bagi 

rakyat banyak.  

Bank Indonesia telah menyampaikan enam pilar yang menjadi dasar 

pelaksanaan keuangan inklusif di Indonesia. Keenam pilar tersebut meliputi : 

Edukasi Keuangan, Fasilitas Keuangan Publik, Pemetaan Informasi Keuangan , 

Kebijakan atau Peraturan Pendukung, Fasilitas Intermediasi & Distribusi dan 

Perlindungan Konsumen. Bank Indonesia memiliki peran penting dalam 

mensosialisasikan perihal keuangan inklusif kepada masyarakat.
4
  

 

Gambar 1.1 

Enam Pilar Strategi Nasional Keuangan Inklusif 

Edukasi Keuangan merupakan strategi kebijakan untuk meningkatkan 

kapabilitas dalam mengelola keuangan yang dimulai dengan peningkatan 

pemahaman(pengetahuan) dan kesadaran masyarakat mengenai produk dan 
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jasa keuangan. Ruang lingkup edukasi keuangan ini meliputi: a) pengetahuan 

dan kesadaran tentang ragam produk dan jasa keuangan, b) pengetahuan dan 

kesadaran tentang risiko terkait dengan produk keuangan, c) perlindungan 

nasabah, dan d) keterampilan mengelola keuangan.
5
  

Fasilitas keuangan publik merupakan strategi yang mengacu pada 

kemampuan dan peran pemerintah dalam penyediaan pembiayaan keuangan 

publik baik secara langsung maupun bersyarat guna mendorong pemberdayaan 

ekonomi masyarakat. Beberapa inisiatif dalam pilar ini meliputi: a) subsidi dan 

bantuan sosial, b) pemberdayaan masyarakat, dan c) pemberdayaan UMKM. 

Pemetaan informasi keuangan merupakan pilar yang bertujuan untuk 

meningkatkan kapasitas masyarakat, terutama yang tadinya dikategorikan tidak 

layak untuk menjadi layak atau dari unbankable menjadi bankable dalam 

memperoleh layanan keuangan oleh institusi keuangan formal. Inisiatif yang 

dilakukan di pilar ini meliputi: a) peningkatan kapasitas (melalui penyediaan 

pelatihan dan bantuan teknis), b) sistem jaminan alternatif (lebih sederhana 

namun tetap memperhatikan risiko terkait), c) penyediaan layanan kredit yang 

lebih sederhana, dan d) identifikasi nasabah potensial.  

Kebijakan atau peraturan pendukung merupakan pelaksanaan program 

keuangan inklusif membutuhkan dukungan kebijakan baik oleh pemerintah 

maupun Bank Indonesia guna meningkatkan akses akan layanan jasa keuangan. 

Inisiatif untuk mendukung pilar ini antara lain meliputi: a) kebijakan 
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mendorong sosialisasi produk jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat, b) menyusun skema produk yang sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat, c) mendorong perubahan ketentuan dengan tetap memperhatikan 

prinsip kehati-hatian secara proporsional, d) menyusun peraturan mekanisme 

penyaluran dana bantuan melalui perbankan, e) memperkuat landasan hukum 

untuk meningkatkan perlindungan konsumen jasa keuangan, dan f) menyusun 

kajian yang berkaitan dengan keuangan inklusif untuk menentukan arah 

kebijakan secara berkelanjutan. 

Fasilitas intermediasi dan saluran distribusi merupakan pilar yang 

mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesadaran lembaga keuangan akan 

keberadaan segmen yang potensial di masyarakat sekaligus mencari beberapa 

metode alternatif untuk meningkatkan distribusi produk dan jasa keuangan. 

Beberapa aspek pada pilar ini meliputi: a) fasilitasi forum intermediasi dengan 

mempertemukan lembaga keuangan dengan kelompok masyarakat produktif 

(layak dan unbanked) untuk mengatasi masalah informasi yang asimetris, b) 

peningkatan kerjasama antar lembaga keuangan untuk meningkatkan skala 

usaha, dan c) eksplorasi berbagai kemungkinan produk, layanan, jasa dan 

saluran distribusi inovatif dengan tetap memberikan perhatian pada prinsip 

kehati-hatian.
6
 

Perlindungan konsumen merupakan pilar yang  bertujuan agar 

masyarakat memiliki jaminan rasa aman dalam berinteraksi dengan institusi 

keuangan dalam memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan yang 
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ditawarkan. Komponen yang berada pada pilar ini meliputi: a) transparansi 

produk, b) penanganan keluhan nasabah, c) mediasi, dan d) edukasi 

konsumen.
7
 

Selain itu, dari keenam pilar yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa 

salah satunya yaitu edukasi keuangan yanag mana salah satu programnya 

adalah GNNT (Gerakan Nasional Non–Tunai). GNNT yakni sebuah program 

dari Bank Indonesia yang mempunyai tujuan kedepanya agar transaksi dalam 

keuangan tidak harus menggunakan uang secara tunai melainkan non-tunai. 

Sehingga dapat memberikan informasi yang lebih akurat tentang keuangan 

inklusif yang merupakan tujuan dari Bank Indonesia saat ini. Namun kondisi di 

lapangan masih banyak pelaku UMKM yang belum tahu mengenai keuangan 

inklusif. Selain itu faktanya, pelaku UMKM masih menggunakan sistem 

pembukuan yang  manual dalam menjalankan bisnisnya. 

Sesuai dengan permasalahan di lapangan tersebut perlu dilakukan 

penggunaan dana remitansi yang lebih produktif oleh TKI Purna dan Keluarga 

TKI bahkan TKI yang masih di luar negeri. Indonesia merupakan negara 

penerima remitansi ketiga terbesar di wilayah Asia-Pasifik. Sekitar 80 persen 

pekerja migran atau lazim di sebut TKI (Tenaga Kerja Indonesia) adalah 

perempuan dan lebih dari 85 persen bekerja di sektor informal. TKI biasanya 

kurang terlayani oleh sektor keuangan, atau memiliki akses yang terbatas ke 

layanan keuangan. Mereka terutama membutuhkan sarana untuk mengirim 

uang secara aman, cepat, dan murah dari tempat kerja ke rumah, yang sering 
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kali terletak di daerah terpencil dan tertinggal. TKI umumnya berasal dari 

rumah tangga pertanian yang miskin, yang terletak di daerah perdesaan dengan 

tingkat pendapatan rendah. Mereka memiliki akses yang terbatas ke produk 

atau jasa keuangan formal untuk mendukung mereka selama proses tahapan 

migrasi (yaitu, pra, selama, dan pasca migrasi).
8
  

Bu Sulistiyaningsih sebagai Ketua Perkumpulan Tenaga Kerja Indonesia 

Purna (PERTAKINA), menjelaskan bahwa: 

“TKI adalah orang yang bekerja ke luar negeri dengan jasa pereorang, 

perusahan maupun pemerintah mulai dalam sektor formal dan informal 

atapu  upskilll mapun non skill. Remitansi adalah uang yang ditransfer dari 

luar negeri ke dalam negeri oleh TKI. Dimana kebanyakan digunakan untuk 

hal yang konsumtif saja. Akan tetapi harapan dari PERTAKINA dari 

keluarga TKI dapat memanfaatkan dana tersebut dengan hal yang lebih 

produktif agar uang yang diperoleh dapat berputar dengan melakukan 

usaha.”
9
 

 

Remitansi merupakan hal dasar yang harus diketahui oleh TKI sebelum 

ataupun sesudah TKI berada di luar negeri. Sehingga apabila TKI ingin 

mengirim uang mereka ke Indonesia tidak ada campur tangan pihak ketiga 

semisal Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI). Hal ini dapat 

mengurangi jumlah uang yang dikirimkan oleh TKI kepada keluarga yang ada 

di Indonesia. Seperti yang diungkapkan oleh Bu Liana Ciptowati,S.H yang 

merupakan pegawai Bank Indonesia dalam wawancara sebagai berikut: 

“Remitansi adalah proses transfer uang dari luar negeri ke indoneesia 

yang dilakukan oleh TKI. Sebenarnya dalam tranfer uang TKI bisa melalui 

perbankan. Dimana TKI  bisa melakukan hal tersebut melalui lembaga 

formal perbankan, WU (Western Union). Akan tetapi terkadang  tempat 

kerja TKI  jauh dengan distric yang menyediakan layanan jasa tersebut. 
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Yang mana akhirnya TKI menitipkan uang kepada agen, Perusahaan Jasa 

Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) yaa kalau sampai uang mereka kalau tidak 

bagaimana?. Dikarenakan tidak tercatat dalam transaksi yang ada di 

perbankan.”
10

  

 

Melihat fenomena seperti ini  dimana dianggap sangat penting dengan 

mensosialisasikan, mengedukasi dan memonitoring keuangan inklusif bagi 

masyarakat maupun pelaku UMKM khususnya TKI Purna dan Keluarga TKI.  

Apabila hal ini dapat diimplementasikan oleh UMKM akan memudahkan 

untuk melakukan pinjaman modal kepada perbankan. UMKM yang mayoritas 

TKI Purna dan Keluarga TKI bahkan TKI yang masih di luar negeri sangat 

perlu mengetahui bagaimana cara remitansi dapat dimanfaatkan untuk 

perputaran usaha supaya uang remitansi dapat digunakan untuk hal – hal yang 

lebih produktif dibandingkan dengan untuk konsumtif saja sebelumnya. 

Perkumpulan Tenaga Kerja Indonesia Purna (PERTAKINA) yang ada Dsn 

Sanan Rt 03/Rw 01 Desa Dayu Kec Nglegok Kab Blitar. Dimana  memiliki 

perberbedaan dengan UMKM pada umumnya antara lain : a) Memberikan 

edukasi dari zero to hero baik dalam soft skill maupun hard skill bagi anggota 

di PERTAKINA, b) Anggota yang bergabung di PERTAKINA (Tenaga Kerja 

Indonesia (TKI) Purna, Keluarga TKI dan bahkan TKI yang masih kerja di luar 

negeri). 

  Pada pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa sosialisasi, edukasi 

dan monitoring perlu dilakukan oleh Bank Indonesia. Dikarenakan program 

tersebut merupakan pemberdayaan yang bisa diberikan Bank Indonesia kepada 
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masyarakat maupun UMKM. Hal ini yang menjadikan ketertarikan peneliti 

untuk lebih mekaji lebih dalam tentang peran Bank Indonesia dalam 

pemberdayaan UMKM melalui keuangan khususnya para pelaku bisnis 

UMKM binaan KPw Bank Indonesia Kediri. Dimana pemberdayaan yang 

dilakukan oleh Bank Indonesia yaitu melalui sosialisasi, edukasi dan 

monitoring kepada masyarakat dan UMKM. Oleh karenanya saya mengambil 

judul penelitian yaitu “Peran Bank Indonesia Dalam Pemberdayaan Usaha 

Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)  Melalui Keuangan Inklusif : Studi 

Kasus di Perkumpulan Tenaga Kerja Indonesia Purna (PERTAKINA) 

Binaan KPw Bank Indonesia Kediri” 

B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan konteks penelitian yang sudah dipaparkan, tersusunlah beberapa 

pertanyaan pada penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana peran Bank Indonesia dalam melakukan sosialisasi 

keuangan inklusif bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

(UMKM)? 

2. Bagaimana peran Bank Indonesia dalam melakukan edukasi keuangan 

inklusif bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)? 

3. Bagaimana peran Bank Indonesia dalam monitoring keuangan inklusif 

bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengkaji bagaimana peran Bank Indonesia dalam melakukan 

sosialisasi keuangan inklusif bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah (UMKM). 

2. Untuk mengkaji bagaimana peran Bank Indonesia dalam melakukan 

edukasi keuangan inklusif bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah (UMKM)? 

3. Untuk mengkaji  bagaimana peran Bank Indonesia dalam monitoring 

keuangan inklusif bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

(UMKM)? 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini diharapkan mempunyai kontribusi pada beberapa 

pihak, diantaranya yaitu : 

1. Secara Teoritis  

a. Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih untuk 

memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dan juga menjadi 

referensi bagi kalangan akademis dan non akademis. 

b. Sebagai bahan acuan bagi peneliti khususnya pada pemahaman 

tentang teori keuangan inklusif dan Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah (UMKM). 
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2. Secara Praktis 

a. Bagi Kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, 

diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan 

referensi  bacaan bagi mahasiswa.  

b. Sebagai bahan bacaan atau pertimbangan bagi penulis khususnya 

mengenai peran Bank Indonesia dalam pemberdayaan UMKM 

melalui keuangan inklusif. 

c. Manfaat praktis diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

UMKM dan masyarakat tentang peran Bank Indonesia dalam 

pemberdayaan UMKM melalui  keuangan inklusif. Sehingga 

UMKM dan masyarakat tahu akan pentinya keberdaan dari 

keuangan inklusif. 

c. Manfaat bagi peneliti  dapat memberikan pengalaman yang luar 

biasa karena dapat melakukan observasi langsung di beberapa 

tempat UMKM binaan Bank Indonesia Kediri salah satunya yaitu 

Perkumpulan Tenaga Kerja Purna Indonesia (PERTAKINA). 

Sehingga memberikan wawasan yang lebih luas serta pengetahuan 

baru bagi peneliti. 

d. Manfaat bagi peneliti selanjutnya  dapat menjadi pijakan penelitian 

secara mendalam berhubungan dengan tema atau judul peneltian 

yang relevan. 
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E. Penegasan Istilah 

1. Definisi Konseptual 

Untuk memperjelas judul, maka perlu adanya penegasan istilah 

sebagaimana dibawah ini: 

a. Pemahaman Istilah Peran 

Menurut Soekanto, peranan adalah aspek yang dinamis dari 

kedudukan seseorang dan karena kedudukan itu ia melakukan suatu 

tindakan atau gerak perubahan dinamis dimana dari usaha itu 

diharapkan akan tercipta suatu keadaan atau hasil yang diinginkan. 

Tindakan tersebut dijalankan dengan memanfaatkan kewenangan, 

kekuasaan, serta fasilitas yang dimiliki karena kedudukannya.
11

 

b. Pemahaman Istilah Bank Indonesia  

Bank Indonesia mempunyai otonomi penuh dalam merumuskan 

dan melaksanakan setiap tugas dan wewenangnya sebagaimana 

ditentukan dalam undang-undang tersebut. Pihak luar tidak dibenarkan 

mencampuri pelaksanaan tugas Bank Indonesia, dan Bank Indonesia 

juga berkewajiban untuk menolak atau mengabaikan intervensi dalam 

bentuk apapun dari pihak manapun juga. Status dan kedudukan yang 

khusus tersebut diperlukan agar Bank Indonesia dapat melaksanakan 
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peran dan fungsinya sebagai otoritas moneter secara lebih efektif dan 

efisien.
12

 

c. Pemahaman Istilah Keuangan Inklusif  

Financial inclusion merupakan proses untuk memberikan akses 

keuangan formal bagi masyarakat miskin dan perpenghasilan rendah 

(unbankable people).13 Inklusi keuangan atau Financial Inclusion 

merupakan sebuah gagasan yang mulai diperkenalkan secara global 

sejak awal tahun 2000. Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) dalam 

tujuannya membantu kesejahteraan dunia menuangkan beberapa 

kerangka pemikiran besar dalam Millenium Development Goals 

(MDG). Inklusi keuangan merupakan sebuah program global yang 

digerakkan masing masing negara untuk memberikan kesempatan dan 

akses keuangan kepada masyarakat yang lebih luas.
14

 

d. Konsep Pemberdayaan 

Pemberdayaan (Empowerment) berasal dari kata “power” yang 

artinya “control, authority, dominion”. Awalan “emp” artinya “on put 

on to” atau “to cover with” jelasnya “more power”. Pemberdayaan 

(Empowerment) merupakan alat penting dan strategis untuk 

memperbaiki, memperbaharui dan meningkatkan kinerja organisasi 

baik organisasi yang bergerak dalam kegiatan pemerintahan maupun 
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organisasi yang bergerak dalam kegiatan dunia usaha/swasta.
15

 Jadi, 

pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya (masyarakat) 

dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan 

potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.
16

 

Menurut Mubyarto pemberdayaan masyarakat (desa) memiliki 

beberapa kendala, yaitu umum dan khusus. Berkaitan dengan UMKM, 

secara umum, dapat dilihat dari produksi, pembiayaan, SDM, 

pemasaran, kemitraan, manajemen usaha dan peran pemerintah. 

Lemahnya kinerja UKM terkait dengan faktor-faktor (1) akses terhadap 

sumber daya produktif yang masih lemah; (2) spesifikasi produk masih 

kurang karena tingkat inovatif dan kreativitas rendah; (3) kapasitas 

produksi terbatas karena kesulitan dalam modal, ketersediaan alat 

produksi berikut penguasaan teknologi, tenaga kerja yang kurang 

terampil, dan kesulitan bahan baku; (4) kelengkapan dokumen karena 

kesulitan memenuhi persyaratan, biaya, birokrasi dan waktu yang lama; 

serta (5) biaya kegiatan ekspor tinggi karena banyaknya pungutan yang 

tidak resmi.
17

 

Selain itu upaya yang harus dilakukan pemerintah, pemerintah 

daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam penumbuhan 

                                                             
15

Modul Diklatpim Tingkat III, Pemberdayaan Sumber Daya Manusia,(Lembaga 

Administrasi Negara – Republik Indonesia, Jakarta, 2008), hal 8 
16

Edi Suharto, Membangun Masyrakat Memberdayakan Rakyat,(Reflika Aditama, 

Bandung, 2005), hal 58  
17

Menurut Mubyarto dalam jurnalnya Ida Ruwaida Noor dan Legina Setyawati , 

“Pemberdayaan UKM (Catatan Reflektif Hasil Meta Riset), Vol. 15 No. 1 Januari 2010 
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iklim dan pengembangan usaha terhadap UMKM sehingga mampu 

berkembang dan bertumbuh menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. 

Yang dimaksud pemberdayaan yaitu kaum muslimin laksana bangunan 

yang saling menompang satu sama lain hal ini disebutkan dalam hadist: 

 الْمُؤْمِنُ للِْمُؤْمِنِ كَالْبنُْياَنِ يَشُدُّ بعَْضُهُ بَعْضًا

Artinya : “Orang mukmin dengan orang mukmin yang lain seperti 

sebuah bangunan, sebagian menguatkan sebagian yang 

lain.” [Shahih Muslim No.4684]
18

 

 

Selain dijelaskan pula dalam Al- Quran surat Al- Maidah Ayat 2 yang 

berbunyi: 

ۡۡ ِِ  ۖ وَتعََاوَنوُۡا عَلىَ الۡبِرِّ وَالتَّقۡوٰى ِ َۡ ََ تعََاوَنوُۡا عَلىَ ا َ  ۖ وَالۡعُدۡوَانِ  وَ دِيۡدُ الۡعِقاَ  ؕ وَاتَّقوُا لّلٰ ََ  َ   اِنَّ لّلٰ

Artinya :“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 

takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 

pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya 

Allah amat berat siksa-Nya.” (QS Al – Maidah : 2)
19

 

 

Dalam hadist dan ayat al qur’an diatas dapat ditarik benang merah 

bahwa terdapat kandungan hadist maupun ayat yang menyebutkan 

bahwa tolong – menolong hal yang harus dilakukan oleh manusia 

dikarenakan sebagai mahluk sosial. Hal ini juga dikaitkan dengan 

pemberdayaan yang dilakukan oleh Bank Indonesia melalui keuangan 

inklusif meliputi tiga hal yaitu : a) Sosialisasi , b) Edukasi dan, c) 

Monitoring. 

 

                                                             
18

Muhammad Murtaza Bin Aish (Penerjemah Daday Hidayat), Himpunan 80 Hadist 

Pilihan,(Riyadh : Kantor Kerjasama Dakwah dan Bimbingan, 2015), hal 69 
19

Departemen Agama RI, Al – Qur’an dan Terjemahanya, (Bandung : PT Sygma Examedia 

Arkanleema, 2009), hlm 106 
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e. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yaitu unit usaha 

produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau 

badan usaha di semua sektor ekonomi.20 Statistik Bank Indonesia telah 

menggunakan definisi UMKM sesuai dengan UU No.20 Tahun 2008 

yang mendefiniskan bahwa UMKM adalah usaha produktif  

berdasarkan kriteria aset atau omzet usaha, di mana sebelumnya juga 

mencakup plafon kredit yang dapat diperoleh, termasuk kredit 

konsumtif di dalamnya. 

UMKM adalah sekelompok pelaku ekonomi terbesar dalam 

perekonomian dan terbukti menjadi fundamental, tulang  punggung dan 

dinamisator perkembangan ekonomi nasional, terutama pada masa 

krisis dan masa pelambatan pertumbuhan ekonomi nasional. 

Menurut UU No. 20 Tahun 2008 pasal 3 Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah (UMKM) bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan 

usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional 

berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Secara konseptual 

pemberdayaan UMKM dapat dilakukan dengan sistem pemberdayaan 

pelaku UMKM  itu sendiri. Keberhasilan pemberdayaan tersebut sangat 

bergantung pada partisipasi UMKM sebagai pelaku maupun 

stakeholder lain yang turut serta dan berperan dalam 

pengembangannya. 

                                                             
20

Bonifasius Aji Kuswiratmo, “Memulai Usaha Itu gampang!:Langkah-langkah hukum 

mendirikan badan usaha hingga mengelolannya” ,(Jakarta : Visimedia,2016), hal.148  
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2. Definisi Operasional 

Secara operasional dapat ditegaskan bahwa penelitian ini akan 

meneliti terkait   peran Bank Indonesia dalam pemberdayaan Usaha Mikro 

Kecil dan Menengah (UMKM)  melalui keuangan inklusif KPw Bank 

Indonesia Kediri yang membahas bagaimana mensosialiasikan, 

mengedukasi dan memonitoring  yang harus dilakukan oleh KPw Bank 

Indonesia Kediri, supaya keuangan inklusif dapat diterapkan oleh pelaku 

bisnis UMKM khususnya di Perkumpulan Tenaga Kerja Indonesia Purna 

(PERTAKINA). 

F. SISTEMATIKA PENULISAN 

Dalam menyusun penulisan skripsi ini, supaya lebih sistematis dan 

sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti, sehingga memudahkan 

pembaca ataupun peneliti selanjutnya untuk memahami kandungan dari karya 

ilmiah ini. Sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat ataupun referensi 

untuk penelitian, penulis membagi dalam enam bab yang masing – masing bab 

terdiri dari sub bab dengan sistematika sebagai berikut: 

BAB I : Pendahuluan 

Dalam bab pendahuluan ini di dalamnya berisi uraian mengenai 

konteks penelitian, fokus masalah,  tujuan penelitian, manfaat hasil 

penelitian dan definisi istilah untuk memperjelas penulis memaparkan 

tujuan dan kegunaan penulisan dilanjutkan dengan penegasan. 
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BAB II : Kajian Pustaka 

Bab ini berisikan uraian tentang peran Bank Indonesia dalam 

pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) melalui 

keuangan inklusif. Pada intinya memuat kerangka berpikir serta 

hipotesis yang dikemukakan oleh penulis. Selain itu,  tinjauan pustaka 

atau buku-buku teks yang berisi teori-teori besar (grand theory) dan 

teori-teori yang dihasilkan dari penelitian terdahulu. 

BAB III : Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah cara sistematis untuk menyusun ilmu 

pengetahuan. Pada bab ini di dalamnya berisi tentang : pendekatan 

dan jenis penelitian,  lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan 

sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, 

pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian 

BAB IV : Hasil Penelitian 

Pada bab ini menguraikan tentang paparan data/temuan 

penelitian yang disajikan dalam sebuah pertanyaan-pertanyaan atau 

pernyataan-pernyataan penelitian dan hasil analisis data. Paparan 

tersebut diperoleh dari pengamatan, wawancara, dan deskripsi 

informasi lainnya. 

BAB V : Pembahasan 

Pada bab ini berisi pembahasan terkait dengan peran Bank 

Indonesia dalam pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah 

(UMKM) melalui keuangan inklusif. Dimana pemberdayaan yang 



20 
 

dilakukan oleh Bank Indonesia antara lain : a) Sosialisasi, b) Edukasi 

dan, c) Monitoring. 

BAB VI : Penutup 

Pada bab ini meliputi kesimpulan dan saran yang diperoleh 

dalam keseluruhan pembahasan yang telah di sampaikan. 

 

 

 


